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RINGKASAN

Prosedur Penetapan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember; RB Moh Thwan Nasiruddin, 160903101047; 2020; 54
halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pajak merupakan salah sumber pendapatan negara yang sangat penting
bagi pelaksanaan dan peningatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk
meningkatkan kemakmuran dan kesahjeteraan masyarakat.oleh karena itu itu
masyarakat di harapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusi bagi
peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuan.

Pajak Air Tanah bisa di katakan salah satu pajak yang di kelola oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember . Pentingnya dalam mengambil pajak air
tanah agar masyarakat mengerti menggunakan air tanah dengan stabil dan
terkontrol. pajak air tanah dapat dikategorikan juga salah satu sumber yang
memiliki potensial yang harus digali secara maksimal yang berasal dari Pajak
Daerah. Pajak air tanah juga memiliki peran yang maksimal dalam Pendapatan
Asli Daerah (PAD). agar dapat meningkatkan pentingnya penerimaan pendapatan
asli daerah pajak air tanah perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintahan
Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah, pajak air tanah merupakan pajak yang di
kelola Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Jember dalam Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. diperlukan
sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) agar Pemerintah Daerah dapat
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan daerah
sendiri.

Peraturan Daerah No. 3 tahun 2011 tentang pajak daerah. Ditetapkan Tarif
Nilai Perolehan Air Tanah 20% ( dua puluh persen) berdasarkan NPA (Nilai
Perolehan Air). Dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 1 Tahun 2016
Tentang Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten Jember. Dasar Pengenaan
Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah dan Pajak air Tanah dihitung

Dengan cara mengalihkan tarif pajak air tanah dengan nilai perolehan air tanah.
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Perhitungan pajak air tanah menggunakan sistem pemungutan official
assessment system yaitu wajib pajak tidak bisa menetukan tagihan pajak air
tanahnya tetapi wajib pajak hanya bisa memberikan informasi volume pemakaian
sebagai dasar untuk perhitungan pajak air tanah.

Pajak air tanah bisa dibayarkan oleh wajib pajak ketika wajib pajak sudah
di cetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diterbitkan dan
ditetapkan oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.Pelaporan
pajak air tanah menunggu laporan pencatatan meteran oleh wajib pajak kepada
kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Jika tidak memiliki alat
pencatatan meteran buat di laporkan pajak air tanahnya kepada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember jadi bisa menentukan dari ketetapan pada volume
pendataan yang awal.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 3203/UN25.1.2/SP/2019,
Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jember.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang No 16 Tahun 2009).
Serta Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan negara pada
APBN 2019, yaitu memberikan 80,29% dan salah sumber pendapatan negara
yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional
yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu masyarakat di harapkan ikut berperan aktif memberikan
kontribusi bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuan
( Pohan, 2013:2).

Pengenaan Pajak di Indonesia di kelompokan menjadi dua bagian yaitu Pajak
Pusat dan Pajak Daerah (Supramono & Damayanti, 2010). Pajak Pusat
adalah pajak yang dikelola atau pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat,
dan dilakukan untuk mengisi kas Negara. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, sedangkan
Pajak daerah adalah pajak yang dikelola atau pemungutannya dilakukan oleh
pihak pemerintah daerah dan digunakan untuk mengisi kas daerah. Contoh pajak
daerah : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan Perkotaan ( PBB P2).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi daerah Pasal 1 angka 10, menjelaskan bahwa pajak daerah adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarnya-besarnya

kemakmuran rakyat.
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Menurut Mardiasmo (2016:15) Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu Pajak
Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor,
Pajak Permukaan Air Tanah dan Pajak Rokok (Definitive). Pajak Kabupaten/Kota
terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air
Tanah,Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan Perkotaan, dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dalam laporan ini lebih ditekankan
kepada Pajak Air Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
di daerah yang merupakan sumber sunber potensi yang dapat di jadikan sebagi
salah satu Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pajak Air Tanah bisa di
katakan salah satu pajak yang di kelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember . Pentingnya dalam mengambil pajak air tanah agar masyarakat mengerti
menggunakan air tanah dengan stabil dan terkontrol. Pajak air tanah dapat
dikategorikan juga salah satu sumber yang memiliki potensial yang harus digali
secara maksimal yang berasal dari Pajak Daerah. Pajak air tanah juga memiliki
peran yang maksimal dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agar dapat
meningkatkan pentingnya penerimaan pendapatan asli daerah pajak air tanah
perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintahan Daerah. Maka dari itu
diharapkan pajak air tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kapubaten Jember
harus memberikan kontribusi yang positif dan signifikan agar setiap tahunnya bisa
melebihi target yang di tetapkan oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember.

Pajak Air Tanah merupakan pajak yang di kelola Badan Pendapatan Dearah
Kabupaten Jember dan telah diatur Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diperlukan sumber-sumber
pendapatan asli daerah (PAD) agar Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan daerah sendiri. Pemerintah

dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban
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melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan
kewajiban perpajakannya terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya
ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah
yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah KabupatenJember memiliki peran
yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan instansi yang
berwenang mengelola pajak daerah. Selain itu pendapatan pajak daerah yang di
dapat sangat tinggi dari jumlah realisasi penerimaan pendapatan daerah selama
tiga tahun terakhir ini. Berikut tabel penerimaan pendapatan asli daerah.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Daerah
Tahunan: Pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember

No Tahun Target Realisasi Prosentase
Anggaran

1. 2016 519.190.673.159,00  524.137.897.016,96 100,95

2. 2017 736.927.109.103,11  719.213.581.070,78 97,60

3. 2018 609.304.818.610,50  597.509.388.023,37 98,06

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019

Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Jember pada tahun 2016 melebihi target, pada tahun 2017 mengalami
peningkatan target sebesar Rp. 736.927.109.103,11 namun realisasinya tidak
memenuhi target, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan target namun
realisasinya tidak memenuhi target.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada

Badan pendapatan Jember Tahun 2017 :

No  Jenis Pajak Target Realisasi Prosentas
e
1  Pajak 59.750.000.000,00 66.154.309.866,00 110,72
Penerangan
jalan

2 Pajak  Bumi 50.503.000.000,00 36.474.171.679,00 166,08
dan Bangunan
Pedesaan
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Perkotaan
3  Bea Perolehan 28.500.000.000,00 35.832.359.363,30 125,73
Hak atas Tanah
dan Bangunan
4  Pajak Restoran  9.500.000.000,00  12.107.319.248,00 127,45
5  Pajak Hotel 5.000.000.000,00 4.613.957.568,00 92,28
6 Pajak Reklame  4.265.000.000,00 1.461.449.198,00 34,27
7  Pajak Hiburan 1.500.000.000,00 1.383.660.856,00 92,24
8  Pajak Parkir 750.000.000,00 975.086.894,00 130,57
9  Pajak Air 475.000.000,00 491.974.894,00 103,57
Tanah
10 Pajak Mineral  396.061.620,00 574.040.900,00 144,94

Bukan Logam
dan Batuan

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018

Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Daerah tahun 2017 yang

memberikan kontribusi terbesar terhadap Penerimaan Daerah vyaitu Pajak

Penerangan Jalan dengan realisasi sebesar Rp. 66.154.309.866,00 dengan

prosentase 110,72% dan berikutnya pendapatan pajak daerah berasal dari Pajak

Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan sebesar Rp. 36.474.171.679,00 dengan

prosentase 166,08 dan kemudian pajak Air Tanah sebesar Rp. dengan prosentase
108.91%. Penerimaan Pajak Air Tanah 475.000.000,00 lebih rendah dari pada
Pajak Parkir Rp. 750.000.000,00.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah pada Badan

Pendapatan Kabupaten Jember :

No. Tahun Target Realisasi Prosentase
Anggaran

1. 2016 450.000.000,00 501.252.460,00 111,39

2. 2017 750.000.000,00 975.086.894,00 130,01

3 2018 400.000.000,00 435.634.652,00 108,91

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019

Tabel 1.3, Penerimaan Pendapatan Pajak air tanah pada tahun 2017 mengalami

peningkatan sebesar 130,01%, pada tahun 2018 target penerimaan Pajak air tanah

mengalami penurunan namun realisasinya melebihi target dengan prosentase

108,91%. Peningkatan penerimaan pajak air tanah yang selalu melebihi target
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pada tahun 2016 sampai 2018 dikarenakan pelayanan administrsi pada Kantor
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sangat mudah dan efisien sehingga
tidak membutuhkan waktu lama mulai dari pendaftaran, perhitungan, penetapan,
pembayaran dan pelaporan. Sistem pemungutan yang digunakan pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu official assessment system dimana
sistem pemungutan pajaknya memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk
menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan
peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

Melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember dikarenakan instansi tersebut berwenang mengelola pajak daerah dan
salah satunya adalah pajak Air Tanah yang dapat juga meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah ( PAD). Penulis ingin membahas Bagaimana penetapan Pajak Air
Tanah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Maka dalam laporan
ini Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul “Prosedur Penetapan

Pajak Air Tanah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan yaitu : “Bagaimana
Prosedur penetapan Pajak Air Tanah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah untuk menjelaskan dan
memahami Prosedur Penetapan Pajak Air Tanah Pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata
a. Bagi Mahasiswa
1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai Prosedur Penetapan

Pajak Air Tanah Pada Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
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b.

C.

2) Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan
seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang waktu dapat
berubah.

Bagi Universitas Jember

1) Menjalin kerjasama yang baik antara Universitas Jember juga Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

2) Sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar
mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada
Program Studi Diploma Il Perpajakan Fakultas limu Sosial dan Iimu
Politik.

3) Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar di
Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma Ill Perpajakan
Fakultas llmu sosial dan llmu Politik

Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

1) Dengan disusunnya Laporan Pratek Kerja Nyata menjadi diharapkan
bahan pertimbangan dan masukkan dalam perpajakan khususnya
prosedur penetapan pajak air tanah pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah
tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; dengan metode langkah demi
langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Prosedur didefinisikan
oleh Puspita dan Anggadini (2011:23) sebagai serangkaian langkah atau kegiatan
klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan- urutan yang terperinci
dan harus diikuti untuk dapat meneyelesaikan suatu permasalahan. Sedangkan
menurut Mulyadi (2013:5) prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal,
biasayan melibatkan beberapa orang dalam satu department atau lebih, yang
dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang
terjadi berulang-ulang. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan
tahapan serangkaian kegiatan yang dapat di operasikan secara sistematis untuk

memperoleh atau menyelesaiakan suatu permasalahan.

2.2 Pengetahuan Umum Perpajakan
2.2.1 Definisi Pajak

Menurut Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan
undang-undang (yang di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum. Menurut Adriani (2017:3) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya
menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi
kembali langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan

pemerintahan.
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2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (:2016) fungsi pajak ada 2 macam yaitu :

Fungsi Anggaran (budgetair)

Pajak yang berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran pajak.

Fungsi mengatur ( cregulerend)

Pajak yang berfungsi sebagai salah alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijkasanaan pemerintah dalam bidang sosialdan ekonomi.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat

sebagai berikut :

a.

Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan
diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya
yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan
keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada
Majelis Pertimbangan Pajak.

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan
hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian
masyarakat.

Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
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Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah

dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.4 Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara yang digunakan

untuk menentukan wewenangnya dalam sistem pengenaan pajak, khususnya untuk

pengenaan pajak penghasilan (Sumarsan, 2017:11). Asas utama yang yang sering

di pakai oleh negara adalah seperti :

a.

Asas domosili atau asas kependudukan

Asas ini negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang didapat atau
diperoleh orang pribadi atau badan, jika kepentingan perpajakan, orang
pribadi merupakan masyarakat atau bertempat tinggal di negara itu atau
apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara it. Dalam hal ini,
tidak dipersoalkan dari mana asal pengasilan yang akan dikenai pajak oleh
pajak itu berasal. Hal ini menyebabkan bagi negara yang menganut azas ini,
dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk akan menggabungkan
asas domisi (kedudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan
yang diperoleh di negara itu atau penghasilan yang didapatkan dari luar
negeri.

Asas Sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas
penghasilan yang diterima atau didapatkan oleh orang pribadi atau badan,
apabila penghasilan yang diterima atau badan yang bersangkutan dari
sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam azas ini, tidak menjadi
persoalan mengenai siapa status dari orang atau badan yang memperoleh
penghasilan tersebut, sebeb yang akan menjadi landasan pengenaan pajak
adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh : tenaga
kerja asing bekerja di Indonesia, jadi dari penghasilan yang didapat di

Indonesia akan dikenakan pajak atau azas kewarnegaraan.
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c. Asas kebangsaan atau asas kewarnegaraan
Dalam asas ini, menjadi landasan pengenaan pajak adalah status
kewarnegaraan penghasilan dari orang pribadi atau badan yang mendapat
penghasilan akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam azas
domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan azas nasionalis ini dilakukan
dengan cara menggabungkan asas nasionalis dengan konsep pengenaan
pajak atas penghasilan yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan

yang di dapat dari luar negeri.

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak
Menurut Resmi (2017:8-9) tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel
pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Pemungutan
pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut penjelasannya.

a.  Stelsel Nyata (Riil), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya
adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya dilakukan pada
akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya
dalam suatu tahun diketahui.

b.  Stelsel Anggapan (Fiktif) stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai
contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun
sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap
sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel
ini, berarti besarnya oajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat
ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

c.  Stelsel Campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada
awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan.
Kemudian, pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan
yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya

lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

11

membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya
pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan,
kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan
pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak
yang lain (PPh Pasal 28(a)).

2.2.6 Teori Pemungutan Pajak

pem
lain:

a.

d.

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan

berian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara

Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.
Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai
suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan
(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan
seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur
daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:
a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan
yang dimiliki oleh seseorang.
b. Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang
harus dipenuhi.
Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan
negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
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e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat
untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke
masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.7 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut

sifat, dan menurut lembaga :

1.

Menurut golongannya

a. Pajak langsung yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh :Pajak Pertambahan Nilai

Menurut sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasrkan pada
subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memerhatikan diri Wajib Pajak
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah

Menurut lembaga
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiyai rumah tangga negara.
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Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah,dan bea materai.

Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan
digunakan untuk membiyai rumah tangga daerah

Contoh : Pajak Propinsi : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Kabupaten/Kota :Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran.

Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) terdapat tiga jenis asas pemungutan pajak

Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak
yang bertempat tinggal di wilayahnya, hak baik penghasilan yang berasala
dari dari dalam maupun dari luar negeri.

Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di
wilyahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Resmi (2016:11), dalam pemungutan pajak dikenal beberapa
sistem pemungutan, yaitu :
Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak

sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian,
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berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung
pada aparatur perpajakan (peran dominan ada pada aparatur perpajakan).
Contoh pemungutan pajak yang menggunakan official Assessment System
adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam
sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak
sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak
diberi kepercayaan untuk :

a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;

b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;

c. Membayar sendiri pajak yang terutang;

d. Melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan

e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak
banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada
wajib pajak).
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Contoh pemungutan pajak yang menggunakan Self Assessment System
adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.
Witholding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib
pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Penunjukkan pihak ketiga dilakukan sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk
memotong  serta memungut pajak, menyetor pajak dan

mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan uang tersedia.
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Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung
pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Contoh pemungutan pajak yang menggunakan Witholding System adalah
PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat

).

2.2.10 Tarif Pajak
Menurut Mardiasmo (2016:11) tarif pajak terdiri dari :

a. Tarif Pajak Proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapun jumlah yang di kenai
pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap
besaran yang dikenai pajak. Contoh : dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
10% atas penyerahan Barang Kena Pajak

b. Tarif Pajak Progresif
Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang presentasenya menjadi lebih

besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

Lapisan Penghasilan Kenapa Pajak Tarif
Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5%
Di atas Rp. 50.0 000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00 15%
Di atas 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00 25%
Di atas Rp. 500.000.000,00 30%

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:
a) Tarif Progresif Progresif
Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.
b) Tarif Progresif Tetap
Kenaikan presantase tetap.
c) Tarif Progresif Degresif
Kenaikan presantase semakin kecil.

c. Tarif Pajak Degresif
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Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.
d. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama

besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Tarif Bea

Materai.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Dasar Hukum Pajak Daerah
Dasar hukum Pajak Daerah dan retribusi daerah adalah Undang-undang No
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah
Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah sebagai
berikut :

a.  Daerah Otonom, selanjutnya disebut Dearah,adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

b.  Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat

c¢.  Badan, adalah sekumpulan orang dan/tau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik atau organisasi lainnya
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d.  Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.

e.  Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undang
perpajakan daerah.

2.3.3 Tata cara pemungutan pajak Daerah
Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak  wajib
membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan
berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang lain dipersamakan
berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib Pajak ysng memenuhi kewajiban
perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahunan
Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketatapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB), dan/atau Surat Ketatapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan (SKPDKBT).

2.3.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Daerah
Tingkat Provinsi terdiri dari :
1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tarif paling tinggi 10%
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tarif paling tinggi
20%
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotro (PBBKB), tarif paling tinggi
10%
4) Pajak Air Permukaan (PAP), tarif paling tinggi 10%
5) Pajak Rokok (PR), tarif paling tinggi 10%; dan
Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten atau

Kota terdiri dari :
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Pajak Hotel, dengan tarif paling tinggi 10%

Pajak Restoran, dengan tarif paling tinggi 10%

Pajak Hiburan, dengan tarif paling tinggi 35%

Pajak Reklame, dengan tarif paling tinggi 25%

Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif paling tinggi 10%

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dengan tarif paling tinggi
25%

Pajak Parkir, dengan tarif paling tinggi 30%

Pajak Air Tanah, dengan tarif paling tinggi 20%

Pajak Sarang Burung Walet, dengan tarif 10%

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan tarif

paling tinggi 0,3%

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan tarif paling

tinggi 5%. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah
provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom,
seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jeneis pajak yang dapat
dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan

pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.4 Pajak Air Tanah
2.4.1 Definisi Pajak Air Tanah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas pengambilan dan/atau

pemanfaatan Air Tanah di daerah yang merupakan sumber sunber potensi yang

dapat di jadikan sebagi salah satu Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah

Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan atau

batuan di bawah permukaan tanah.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah memiliki dasar hukum yaitu :
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1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan
Air Tanah di Kabupaten Jember.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air
Tanah di Kabupaten Jember.
Objek Pajak Air Tanah
Objek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan tujuan : niaga, non-
niaga, industri dengan bahan baku air, dan PDAM.
Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah
Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang memiliki
usaha dengan melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah di
Kabupaten Jember.
Tarif Pajak Air Tanah
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan 20% ( dua puluh persen) berdasarkan
NPA (Nilai Perolehan Air).
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Air Tanah
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 1 Tahun 2016 Tentang
Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten Jember, Dasar Pengenaan Pajak
Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah dan Pajak air Tanah dihitung
Dengan cara mengalihkan tarif pajak air tanah dengan nilai perolehan air
tanah. Sebgaiamana dimaksud pasal 2 ayat 1 dinyatakan dalam rupiah
yang ditetapkan menggunkan 2 faktor yaitu :
a. Volume air yang diambil atau dimanfatkan;
b. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air,dibedakan menjadi;
1. Tujuan non niaga merupakan pengambilan atau pemanfaatan air
tanah yang ditujukan sebagai pendukung kegiatan usaha, seperti

penyediaan air untuk kebutuhan MCK pada pabrik, pusat
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perbelanjaan, perkantoran dan stasiun pengisian bahan bakar
umum.

2. Tujuan niaga merupkan pengambilan/ pemanfaatan air tanah yang
ditujukan sebagai kegiatan usaha, seperti hotel, apartemen, kolam
renang, Bandar udara, tempat pencucian mobil, usaha yang
menggunakan air untuk proses memproduksi usaha.

3. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air untuk industri bahan
baku air adalah kegiatan usaha yang menggunakan air tanah
sebagai hasil produksi, misalnya kegiatan usaha penghasilan
minuman, pabrik es, penjualan air.

4. Volume air yang di manfaatkan merupakan jumlah air yang
diambil dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang diukur

dinyatakan dalam satuan M? (meter kubik) dan dikelompokan

kedalam:
Golongan I < 51M?3/bulan;
Golongan II 51 s/d 500M?/bulan;
Golongan I11 501 s/d 1.000M?3/bulan;
Golongan IV 1.001 s/d 2.500M?/bulan;
Golongan V >2.500M?/bulan;

5. Tabel Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Penetapan Pajak
Air Tanah Di Kabupaten Jember

NO KELOMPOK VOLUME AIR (m?) DAN NILAI PEROLEHAN

AIR
<51 51-500 501- 1001- >2.500 m?
m? m? 1.000 m* 2.500 m?
1 Non Niaga 383 443 495 555 608
2 Niaga 570 720 870 1.020 1.170
3 Industridengan  2.370  3.420 4.470 5.520 6.570

bahan baku air

4 PDAM 188 188 188 188 188
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Contoh Perhitungan:

Untuk penggunaan air tanah dengan tujuan niaga sebesar 40 M3 /bulan pajaknya
adalah :

= Tarif Pajak Air Tanah x Volume air yang diambil x Nilai perolehan air tanah
=20% x 40 M> x Rp. 570,00

= Rp. 4.560,00
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi Pelaksanaan dilakukan di bidang II yaitu bidang wvalidasi dan
penetapan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

beralamat di JI. Jawa No. 72 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan surat yang telah diterbitkan, pelaksanaan kegiatan
dilaksanakan selama 30 hari kerja dan terhitung mulai tanggal 04 September 2019
sampai dengan 15 Oktober 2019. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jam kerja

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata :

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat

Senin s/d Kamis 08.00 — 12.00 WIB 12.00 — 13.00 WIB
13.00 — 15.00 WIB

Jumat 08.00-11.30 WIB 11.30 - 13.00 WIB
13.00 — 15.00 WIB

Sabtu s/d Minggu Libur Libur

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019
3.2 Kegiatan yang dilakukan

Selama melaksanakan praktek kerja nyata (PKN), penulis di tempatkan pada
bidang II yaitu Bidang penetapan dan Pelayanan. Pada sub bidang ini penulis
mendapatkan informasi bagaimana prosedur Penetapan Pajak Air Tanah dan data
yang dibutuhkan oleh penulis untuk memenuhi tugas akhir. Serta membantu
pekerjaan para staf yang ada di sub bidang pendataan dan pelayanan. Adapun
kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN)

secara rinci dapat di lihat dalam tabel berikut:

22
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Kegiatan yang dilakukan selama di Badan Pendpatan Daerah Kabupaten Jember

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Jadwal kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

23

No  Tanggal Kegiatan Hasil Kegiatan Penanggung
jawab
(a) (b) (c) (d) (e)
1. Rabu4 a. Di di sub bidang a. Menjelaskan tugas Bpk. Sundari
September 2019 bagian  pelayanan tentang  pelayanan Ibu.
dan penetapan. dan penetapan Indah
b. Perkenalan kepada b. menjelaskan kegiatan
kepala bidang dua kepada  mahasiswa
yaitu bapak anak magang cara
Drs.Isnaini, M.Si kerja  di  bidang
penetapan dan
validasi BPHTB
2. Kamis 5 Pengenalan Kerja tiap Menjelaskan nama Drs.Isnaini,
September 2019 pegawai yang ada di pegawai di Badan M.Si
bidang 2. Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember
3. Jumat6 Menetapkan pajak air Menjelaskan  besaran  Drs.Isnaini,
September 2019  tanah. ketetapan  pajak air M.Si
tanah yang terutang
4. Senin 9 Menetapkan pajak air Menjelaskan  besaran Drs.Isnaini,
September 2019  tanah ketetapan  pajak air M.Si
tanah yang terutang
5. Selasa 10 Menetapkan Pajak Menjelaskan  besaran Drs.Isnaini,
September 2019 air Tanah  dan ketetapan  pajak air M.Si
Validasi BPHTB tanah yang terutang
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a b

C

D

€

6. Rabull

Menyetempel Validasi Menjelaskan cara

Drs.Isnaini,

September 2019 BPHTB validasi BPHTB M.Si
7. Kamis 12 Menetapkan Pajak Air ~ Menjelaskan ~ besaran Drs.Isnaini,
September 2019 Tanah pajak air tanah yang M.Si
terutang
8. Jumat 13 Menetapkan Pajak Air ~ Menjelaskan ~ besaran Drs.Isnaini,
September 2019 Tanah pajak air tanah yang M.Si

terutang

9. Senin 16
September 2019

Menetapkan Pajak Air
Tanah

Menjelaskan ~ besaran
pajak air tanah yang

terutang

Drs.Isnaini,

M.Si

10. Selasa 17

Menetapkan Pajak Air

Menjelaskan  besaran

Drs.Isnaini,

September 2019  Tanah pajak air tanah yang M.Si
terutang
11. Rabu 18 Validasi BPHTB dan Menjelaskan cara Ibu retno
September 2019 Menyemtempel memvalidasi
BPHTB BPHTB
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b C d e
12. Kamis 19 Menetapkan Pajak Air Menjelaskan  besaran Ibu Retno
September 2019  Tanah pajak air tanah yang
terutang
13. Jumat 20 Menetapkan Pajak Air Menjelaskan  besaran Drs.Isnaini,
September 2019  Tanah pajak air tanah yang M.Si
terutang
14. Senin 23 Menetapkan Pajak Air Menjelaskan  besaran Drs.Isnaini,
September 2019  Tanah pajak air tanah yang M.Si
terutang
15. Selasa 24 Menetapkan Pajak Air Menjelaskan  besaran Drs.Isnaini,
September 2019  Tanah pajak air tanah yang M.Si
terutang
16. Rabu 25 a. Menetapkan Pajak a. Menjelaskan besaran Drs.Isnaini,
September 2019 Air Tanah pajak air tanah yang M.Si

b. Validasi BPHTB dan
Menyemtempel

BPHTB

terutang
b. Menjelaskan cara
memvalidasi

BPHTB
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pajak air tanah

b. input data objek

pajak air tanah

b. menjelaskan cara
input data objek pajak

air tanah yang baru

a b c d e
17. Kamis 26 menginput data objek menjelaskan cara Drs.Isnaini,
September2019 baru pajak air tanah menginput data M.Si
objek  baru air
tanah
18. jumat 27 Menetapkan Pajak Air Menjelaskan  besaran Drs.Isnaini,
September2019  Tanah pajak air tanah yang M.Si
terutang
19. Senin 30 Menetapkan Pajak Air Menjelaskan  besaran Drs.Isnaini,
September 2019  Tanah pajak air tanah yang M.Si
terutang
20. Selasa 31 Menetapkan Pajak Air Menjelaskan besaran Drs.Isnaini,
September 2019  Tanah pajak air tanah yang M.Si
terutang
21. Rabu 01 a. membantu anak  a. menjelaskan kepada Ibu retno
Oktober 2019 magang  cara anak magang menetapkan
menetapkan pajak air tanah
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a b C d e
22. Kamis 02 a.membantu anak a.menjelaskan  kepada Ibu retno
Oktober 2019 magang cara anak magang menetapkan
menetapkan pajak air tanah

pajak air tanah
b. menjelaskan cara

b. input data objek input data objek pajak

pajak air tanah air tanah yang baru
23. Jumat 03 a. membantu anak a.menjelaskan  kepada Ibu retno
Oktober 2019 magang cara anak magang menetapkan

menetapkan pajak air pajak air tanah

tanah

b. input data objek b. menjelaskan cara
pajak air tanah input data objek pajak

air tanah yang baru

24. Senin 06 membantu anak magang Menjelaskan kepada Ibu retno
Oktober 2019 cara menetapkan pajak anak magang
air tanah menetapkan  pajak

air tanah
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a b C d e
25. Selasa 07 membantuanak magang menjelaskan kepada anak Ibu retno
Oktober 2019 cara menetapkan pajak magang menetapkan
air tanah pajak air tanah
26. Rabu 08 membantu anak menjelaskan kepada Ibu retno
Oktober 2019 magang cara anak magang
menetapkan pajak air menetapkan pajak air
tanah tanah
27. Kamis 09 a. membantu anak a. menjelaskan kepada  Ibu retno
Oktober 2019 magang cara anak SMA

menetapkan pajak

air tanah

b. Validasi BPHTB
dan Menyemtempel

BPHTB

menetapkan pajak

air tanah

b. menjelaskan cara
memvalidasi BPHTB
dan Menyemtempel

BPHTB
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a b C d e
28. Jumat 10 a. membantu anak a. menjelaskan kepada  Ibu. retno
Oktober 2019 magang cara anak magang
menetapkan pajak air menetapkan pajak air
tanah tanah
b. Validasi BPHTB b. menjelaskan cara
dan Menyemtempel memvalidasi BPHTB
BPHTB dan  Menyemtempel
BPHTB
29. Senin 13 a. membantu anak a. menjelaskan kepada  Ibu.retno
Oktober 2019 magang cara anak magang

menetapkan pajak air

tanah

b. Validasi BPHTB
dan Menyemtempel

BPHTB

menetapkan pajak air

tanah

b. menjelaskan cara
memvalidasi BPHTB
dan Menyemtempel

BPHTB
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a b

C

d

€

30. Selasa 14
Oktober 2019

Berpamitan kepada
seluruh pegawai yang
bertugas di bidang 3,
memohon maaf atas
kekurangan selama
melakukan  peraktek
kerja  nyata  serta
mengucapkan  ribuan
terimakasih ata segala
pelajaran yang telah
kami  dapat  guna
mengaplikasikan ilmu
dalam bidang
perpajakan.

Membangun relasi
yang baik antara
mahasiswa dengan
Badan Pendapatan

Daerah Jember.

Drs.Isnaini,
M.Si

Dan ibu retno

31. Rabu 15
Oktober 2019

Berpamitan kepada
seluruh pegawai yang
bertugas di bidang dua
yaitu bidang penetapan
dan wvalidasi bphtb |,
memohon maaf atas
kekurangan selama
melakukan  peraktek
kerja  nyata  serta
mengucapkan

terimakasih segala
pelajaran yang telah
kami dapat di Badan
Pendapatan daerah

Kabupaten Jember

Membangun relasi
yang baik antara
mahasiswa dengan
Badan Pendapatan

Daerah Jember.

Drs.Isnaini,
M.Si

Dan ibu retno
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3.3 Jenis dan Sumber data
3.1.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah
data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sebagai alat
menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Data Kuantitatif
pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD) pajak air tanah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak air
tanah bukti setoran pajak air tanah yang ada di Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember.
3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai
berikut:

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak (WP)
dan fiskus. Data primer diperoleh dari data — data terkait seperti SPTPD
pajak air tanah, SKPD pajak air tanah, bukti setor pajak air tanah yang ada
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data
olahan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder seperti buku

dan internet, dokumen.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja

Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku,
internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan

Laporan Tugas Akhir ini.
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b. Observasi Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis
mengumpulkan data observasi langsung pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember terutama tentang prosedur penetepan pajak air tanah

pada yang dilakukan selama 30 hari kerja.

c. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yag dilakuka melalui
tatap muka dan tanya jawab langsung atara pengumpul data maupun
penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan
Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis melakukan wawancara langsung
denga pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang
bertujuan untuk mengetahui informasi terkait “Prosedur Penetepan Pajak

Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.
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BAB 5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pengamatan dan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata
prosedur penetapan pajak air tanah yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember Perhitungan pajak air tanah menggunakan sistem
pemungutan official assessment system . Dalam pemungutan tersebut dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

a. Pendaftaran Pajak Air Tanah yaitu dengan mengisi formulir oleh wajib pajak

di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten jember.

b. Besarnya tarif pajak Air Tanah yang dilaksanakan di Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2011 yang menyebutkan besarnya tarif pajak air tanah sebesar 20%.

c. Proses pembayaran pajak Air Tanah dilakukan sangat mudah yaitu ke Bank

Jatim yang berada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis
selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember, penulis memberikan saran kepada Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

a. Untuk Kantor Badan Pendapatan Derah Kabupaten Jember dalam melayani
Wajib Pajak sudah sangat baik, maka dari itu Kantor Kantor Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus mempertahankan dalam hal

melayani wajib pajak.

52
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b. Dalam hal pelaporan pajak air tanah, diharapkan kepada wajib pajak tepat
waktu dalam melakukan pelaporan pajak air tanah. Hal ini agar terhindar dari

sanksi atau denda keterlambatan pajak terutangnya.
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Lampiran 1. Surat Pengantar Magang

KEMENTERIAN RISET, TEKNCGLOGL DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL BAN ILMU POLITIK
J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalbota Telp. (0331) 33538¢, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor  :3090/UN25.1.2/SP/2019 26 Agustus 2019
Lampiran :Satu eksemplar E
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Jalan Jawa No.72
Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan,
bersama ini kami mengharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan [lmu Administrasi
Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata
(magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan
melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut: -

NO NAMA NIM Program Studi
1 | Zulkarnain Maulana 160903101028 Diploma III Perpajakan
2 | RB Moh Ihwan Nasiruddin 160903101047 Diploma III Perpajakan
3 | Nurul Hidayah 160903101057 Diploma III Perpajakan
4 | Misbachul Munir 160903101007 Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September s.d Oktober
2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

of or. Hadi Prayiino, M.Kes.
7 . 9610608198802100LT
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Lampiran 2. Surat persetujuan magang

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jal IanJawaNomr?Z @? 337112 JEMBER 68121

Jember, 2 September 2019

Nomor @ 3090 35.09.413/2019
i !Z:»O? //9 4& ; ¥ Kepada
i j ti ; :
el i Yth. Penjabat Dekan Fakultas Iimu Sosial dan
Lampi etz
b i Iimu Politik Universitas Jember

Perihal  : Persetujuan Tempat Magang =

JEMBER

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor * 3090/UN25.1.2/SP/2019 Tanggal 26
Agustus 2019 sebagaimana tersebut pada pokok strat, bersama ini diberitahukan bahwa
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No. Nama NIM Program Studi

1. | Zulkarnain Maulana 160903101028 Diploma III Perpajakan

2. | RBMoh Ihwan Nasiruddin | 160903101047 |  Diploma 111 Perpajakan

3, | Nurul Hidayah | 160903101057 Diploma III Perpajekan |
4, | Mishachul Munir 160903101007 Diploma 111 Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung
mulai tanggal 4 September s/d 14 Oktober 2019,
Demikian untuk menjadikan makium

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

e KABUPATEN JEMBER
Bt 7,

NIP. 19640105 199703 1 004
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGT
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
Nomor : 3203/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga
perpajakan Fakultas [lmu Sosial dan [lmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini
Dekan Fakultas [lmu Sosial dan [lmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada

mahasiswa yang namanya tercamtum dibawah ini:

NO NAMA NIM Program Studi
1 | Zulkarnain Maulana 160903101028 Diploma III Perpajakan
2 | RB Moh lhwan Nasiruddin 160903101047 Diploma III Perpajakan
3 | Nurul Hidayah 160903101057 Diploma III Perpajakan
4 | Misbachul Munir 160903101007 Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
mulai tanggal 4 September s/d 14 Oktober 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 03 September 2019

Hadi Prayitno, M.Kes.
b10608198802100

Tembusan, disampaikan kepada yth;
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma Il Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsi
’ 51§/f

d3 Perpajakan 2019
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (03311335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURATTUGAS
Nomor: 3768/UN25.1.2/5P/2019

Dekan Fakultas [Imu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Boedijono, M.Si.
NIP :196103311989021001
Jabatan : Lektor

Pangkat, golongan : Penata,lll/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember Jalan Jawa No.72 Jember, terhitung mulai tanggal 4 September s/d 14
Oktober 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO NAMA NIM. Program Studi
1 | Zulkarnain Maulana 160903101028 Diploma Il Perpajakan
2 | RB Moh Ihwan Nasiruddin 160903101047 Diploma Il Perpajakan
3 | Nurul Hidayah 160903 131705" Diploma Ili Perpajakan
4 | Misbachul Munir 160903101007 Diploma Il Perpajakan

Demikian untuk meadapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan

. Dekan FISIP Universitas Jember

. Kaprodi Diploma Il Perpajakan FISIP UNE]

Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNE|
Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian

. Mzhasiswa yang bcrsangkutayﬂ

Ul W
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Lampiran 5. Surat dosen pembimbing

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN [1.MU POLITIK

KEMENTERJAN RISET, TEKNOLOGL. DAN PENDIDIKAN TINGGI

J]. ¥alimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331347 Fax (0331) 333386 lember 68121

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program studi D (Il Perpajakan
Fakultas 1lmu Sosial Dan IImu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas limu Sosial
Dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan nama terscbut dibawah ini:

T A

Nomor : 3763/UN25.1.2/SP/2019

[ PANGKAT/ oy | . 'l

| NO NAMA R JABATAN ki_riANGArt
1 | Arye Prakoso, S.E.M.SA, Ak Penata Muda Tingkat| | Asisten DRy \

1 | Nip.198710232014041001 | 1il/b Ahli = |

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : RB Moh Ihwan Nasiruddin

NIM : 160903101047

Program Studi : D il Perpajakan

Judul . Prosedur Penetapan Dan Pemotongan Pajak Alr Tanah Di Kantor Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikizn untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan schaik-baiknya.

Tembusan
1. Dosen Pembimbing

2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan

4. Kasubag. Keu & Kepeg.

5. Pertinggal x

d3-Perpajaken 219

Ditetapkan di jember

Pada Tanggal : 08 Oktober 2019

Penjabat Dekan,

£9r. Hadi Prayitno, M.Kes.
/9610608198802100
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Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

Email ; fisipun

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JI. Kalimantan — Kampus TEgalbo(c_) Telq. (0331) 335586, 331342

Fax.(0331) 335586 Jember 68121
om.net. Telp. (0331

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

PROGRAM STUDI DIPLOMA I1I PERPAJAKAN - FISIP UN EJ

NILAI
f I ENILAIAN
NO INDIKATOR P ANGKA HURUF
1 | Penguasaan Materi Tugas B0 N
2 | Kemampuan / Kerjasama Q0 AG
3 | Etika 22 A
4 | Disiplin > &
NILAI RATA - RATA

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama :RB Moh Thwan N

NIM 1160903101047

Jurusan :Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma 111 Perpajakan
Yang Menilai

Nama : SUYANTO, SH

NIP 1 1964010619970310004

Jabatan

Instansi

: AN. Kepala Badan Pendapatan Daerah ( Sekretaris)

.

. Ba
f

PEDOMAN PENILAIAN :

,

NO. | ANGKA | HURUF KRITERIA
1 =280 A Istimewa
2 | 755AB< 80 AB Sangat Baik
3 70<B< 75 B Baik
4 | 85<BC< 70 BC Cukup Baik
5 60 =C< 65 C Cukup
6 £52CD<60 CD Kurang
7 50=D< 55 D Kurang
8 | 452DE< 50 DE Sangat Kurang
9 |-~ <45 E Sangat Kurang

Q@?%@ Da,erah Kabupaten Jember

Tanda Tangan : A
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Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN

ATAN D AT B
Tempat KK %L(;-N"ﬁ
Asal Univ. P &rf(/a/canq&/;fﬁ urjivemper—
NO NAMA TANGGAL PAGI SIANG KETERANGAN
gmmfﬁmdmﬂdmim 209 /Z:— %
- e S
- —— 1 1 =
704! Jdoig —— D~
[ .?femécr—acm‘ A, Lo I
L lo —- | % “,
(/] (—— |2 =
o L5
Y-S gepf Jotg o thy——
K &s b 2oy S =
e P — [P = \
L Bl | P | |
[ e, .. | & | 2 4 |
— Vo L. |2 [ a
‘ 2132 Qggt 3¢y (_(had—
2 & o Ja o | 5=
e — | 2 | A
o | L | A
\: FT o A T e
| by | = = |
|| Lmqmaml Ay ey | B |
] Lotatmbron) =2 | 2 1 |
| |t Ol 20 e K |
1 es— i S|
| e i = R
At Ll X |1 >4
T A5
X A /‘L_ .
N [ — C— S Tt
1 N [ & | A& -
‘lS _‘Jeﬂ:—bu’ fa_ fz' 2019

KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

My_mn@_léﬁ

Penata TK. I
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Lampiran 8 Daftar Konsultasi Bimbingan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
Eimail : fisipunej@itelkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA IiI PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Nama : RB Moh Thwan Nasiruddin
NIM : 160903101047
Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Jalan Sagitarius No 29 Perumahan Satelit

Kabupaten Sumenep

Judul Laporan :
(bahasa [ndonesia)

PROSEDUR PENLETAPAN PAJAK AIR TANAH PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER

(bahasa Inggris)

PRCCEDURE OF DETERMINATION GROUND WATER TAX AT REVENUE
DEPARTMENT OF JEMBER REGENCY

Dosen Pembimbing : Aryo Prakoso.S.E.M.SA . Ak

By TANDA
NO | HARIVTANGGAL | JAM URAIAN KEGIATAN TANGAN
5 |l | PEMBIMBING |

| A/ pwacesy 0G-00 | TG P o v

2 Q_Jlﬂi’ﬂfflﬂb\fwhnw oA 3o \ﬁkml-;-w’)w e, A : /
3 Sosa /19 Wi g 09 -09 PNTE R PN /7/‘/7

4 (B g douiac g 0500 | obeougan buy 2 danz el
5 B/ R J{sm&w%' 04-30 ey bals A dan 3 %

6 B.MI}/ZT (Jﬂ;w),m wig 09 - EY 3] \Ouulo\nﬁau loods Z‘dow\g /

7 |%nin /20 -dmeaay 10O ke WTKF\as Mt | o
Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN
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Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 % 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1933/ % /35.09.413/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama ¢ SUYANTO, SH

NIP 1 19640106 199703 1 004

Pangkat / Gol. : Pembina TK.I Gol. IV/b

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO NAMA NIM “ JURUSAN

1. | Zulkarnain Maulana 160903101028 Diploma III Perpajakan

2. | RB. Moh. Thwan Nasirudin 160903101047 Diploma III Perpajakan

3. | Nurul Hidayah 160903101057 Diploma III Perpajakan
| 4. | Misbachul Munir 160903101007 Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada
tanggal 4 September s/d 14 Oktober 2019.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Oktober 2019

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
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Lampiran 10. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

PEMERINTAR KABUPATEN JEMBER i o
RADAN PENDAPATAN DAERAH

KADUPATEN JEMEER

SL.JAWA NOTZ
TELP. (0331 337112

SKI'D

( SURAT RETETAPAN PAJAK DAERAH )

Tanygal : 18/12/2019

NIOT : 356505012502 180065
NPWrD 330920180315
Naiia LUDY LUMANIU

E. SANIARA viC-8 Kee,
Mumat

E Jaluh Tempo Pembayaren .
l = i b
bt i Jenis Pujuk {
. S8 e i e
| i Niaga { 93225
| ; :
| A -
‘ ‘chgurangan 00
; Kenaikan 00
i Sanksil X
| TR :
| Suision REnG m;_»:m 011 2 m
Dengan Huruf Sembilan Ratus Taga I

| : 3

{ Informast ‘

f i 2 :

I NO ! Keforanpan
i : i

RN

I pDODASAT

Dok deaniialaa

“ioapon

(Lo BRI dongan sncngguiikin Sirat Solotas Pagik

(880
ipaysr getulsn wakty puiing tama 20 hari sl ;

%:_g, JgjﬁHAYA WURUK NO 3% i November

ni ditcrima tikenukan sanksi sdminisirasi poruph DURGL SO0XSU0
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Lampiran 12. Transkip Wawancara

Transkip Wawancara
Nama Narasumber  : Bapak Agus
Hari, Tanggal : 03 Desember 2019
Jam : 14.00 - 14.30 WIB
Tempat Wawancara : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Topik Wawancara  : Prosedur Penetpan dan pemotongan Pajak air tanah
Pewawancara : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Narasumber : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Pewawancara : Selamat sore Pak, Mohon Maaf Mengganggu waktunya
Narasumber : sore juga nak

Pewawancara : Maaf sebelumnya Pak, bila Bapak berkenan saya ingin
menanyakan tentang pajak air tanah ?

Narasumber : Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak air tanah
adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang
dimaksud air tanah adalah air yang dapat yang terdapat lapisan
atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pewawancara : Jadi gini Pak, pertanyaan selanjutnya saya pingin menanyakan apakah
pajak air tanah bisa dikategorikan pajak potensial pada Badan Kantor
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ?

Narasumber : 1iya nak, karena pajak air tanah bisa dikatakan pajak potensial
pada kantor Badan Pedapatan daerah Kabupaten Jember agar

meningkatkan penerimaan asli daerah.
Pewawancara : Menurut bapak Berapakah tarif pajak air tanah ?

Narasumber  : Berdsarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tarif pajak air tanah
di tetapkan 20% ( dula puluh persen ) berdasarkan NPA (nilai perolehan
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Pewawancara :

Narasumber

air )
Baik Pak,Terima kasih sudah meluangkan wakunya.

Iya nak, sama-sama.

67


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 13 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

enimbang: a.

b.

engingat : 1

telah diubah dengan Undang-Undang

PEMIRINTAH KABUPATEN JE MBER

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK DAERAH .
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

er
bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu_ sumb !
pendapatan daerah yang penting guna membiayal ,peTaksanaa
Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan- pnn51p demokrasi,

pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat ;Ian akuntabilitas

dengan memperhatikan potensi daerah;
bahwa dengan berlakunya Unddﬂg Undang

28 Tahun 2009 tentang. pajak daerah dan” retnbusv daerah maka
ketentuan di b\dang Pa;lak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti,
bahwa berdasarkan pemn:]t?angan selbagalmana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu membep fuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Repubhk !ﬁdones:a Nomor

pubhk Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinst
publik Indonesia NGmor 41), sebagaimana
Republik Indonesia Nomor 2 tahun

epublik Indonesia tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.2730);
Undang-Undang Republik indonesia Nomor 5 Tahun 1960. tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043), :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Neg
3209),

Undang-UndanQ Re
Pembent ikan Daerah-

~ Jawa Timur (Berita Negara Re

1965 (Lembaran Negara R

ara Republik Indonesia Nomor
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Paragraf Kedua
Dasar. Pengenaan Tarif dan Cara. Penghnungan Pajak
Pasal 51

] Dasar pengenaan pajak parkir adalah jurilah pembayaran atau yang seharusnya
dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
motongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa
parkir.

Pasal 52 y
Tearif pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
Wimik tarif pajak parkir yang cuma-cuma sebesar 10% (sepuluh persen),

Pasal 53

pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan. tafif
mana dimaksud pada Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak seba’galmana
d pada Pasal 51.

Paragraf Ketiga -~ 7

Pasal 54

If=sa Pajak Parkir adalah jangka“waktu yang |iamanya A (satu) bulan kalender
sedangkan untuk parkic lnSIdentLI adal ah Jangka Wa}du‘y g.lamanya sama dengan
Wwaktu penyelenggaraan ; 3
ank gaa‘klr yang terhutqﬂg .terjad:l plaéa s&atpenyelenggaraan tempat parkir atau
mdrsampalkan SPTPD L1 '.M,

Bagian Kedelanan
PAJAK AIR TANAH
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 55

m Mama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan

‘ Pasal 56 )
Dibjek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
[Dieecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :

a pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah
tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan

B. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah
Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;.

21

Masa Pajak dan Saat Teruta.pf;ny 'Pajak‘.‘ : | s

t?

W

=
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Pasal 57

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. -

Wgjib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghltungan Pajak
Pasal 58
Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

Milai Perclehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam
mapiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian'atau seluruh faktor-faktor
berikut : )

jenis sumber air;
lokasi sumber air; BT
tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
kualitas air; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang dlak|batkan ,oleh pengambdan danlatau ]
pemanfaatan air. ; | i -

Besaran Nilai Perolehan AtrfTanahl;s bagalmanql dlmaksud pada ayat (1) ditetapkan
m Peraturan Bupat! yang dapa? ditinj au kemball palmg ‘sedikit 1 (satu) tahun

mhApE

i g
| e
1 - Pasa[ 59

K Air: Tanah d;tetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
Pasal 60

pﬁkok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
ssmana dimaksud pada Pasal 59 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
sud dalam Pasal 58.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 61°

Mzsa Pajak Alr Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pajak Air Tanah yang terhutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah atau sejak diterbitkan SKPD.

'

22
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Lampiran 14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016

¢

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
/
BUPATI JEMBER,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 58 ayat (3) Perdaturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tenta aK Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Jember/ teritang /lkli{lfai Perolehan Air

Tanah di Kabupaten Jember ; - /7 / \

Mengingat : 1. Undang-Undang Nom Ahu C/§ eAt@gAaﬂgan Negara—"
(Lembaran Neg; : i TaE 2003 No 47
Tambahan esia Nomor 0);
2. Undangadid mber Daya Air
2004 Nomor 32

& Republik,
3. 1 Tahu 004 tentang Perbendaharaan
/ g &n Negara BepUblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
/ 1axt Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4, rindang-Undan omor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
)

onesia Nomor 4377);

=
;

Pengelole: an Tanggung Jawab Keuangan Nepara (Lembaran
]\;'eg/a;a/Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan
t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintzh Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambatien Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia lahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Reputlik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahur 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negafa Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tamhbahan T ambkaran Narmme Dacelais ro 3+ =i

//
///
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575); '

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau
‘dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tzhun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember
(Lembaran Dacrah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupa
Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupate
Tahun 2012 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 te
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabu

Pokok-Pokok
empber (Lembaran

14. Peraturan Daerah Nomor 3

il entahg| Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabu g Ot /N

\ormor 3);

TTENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratura pati ini, yang dimaksud dengan :

1,

3.
4.
5.

6.

10.

Pemerinteh Kabupaten adalah adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai
r penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.

/,2./ Kabupaten adalah Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.,

Sgkretans Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember, '

Kepala Dinas Pendapatan yang sclanjutnya disebat Kepala Dinas adalah Kepala
Dn"las Pendapatan Kabupaten Jember.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah Kkontribusi wajib kepada
daerah yang terutang olch orang pribadi atau ‘badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan dlggnakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak Air Tanah adalah pajak aras pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tana‘h adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah,
Volume adalah jumlah b

re A csaran air tanah yang diambil dan / atau dimanfaatkan
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11.Nilai Perolehan Air adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan
penetapan besarriya pajak air tanah.

12. Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya disingkat PDAM adalah salah satu
Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Jember.

i BAB II
DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 2

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

(2) Pajak air tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak air tanah dengan nilai
perolehan air tanah.

(3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 3 =

(1) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di
dalam rupiah yang ditetapkan dengan menggunaken 2 (dua) faktor ygiter”
a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
5. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.

(3) Nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan

tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan ya ra mengalikan

@ alah nilai air
an‘

7

U

a. non nj

d. PDAM.

ga,;
. industry der/

(1) Tujuan non nidga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan

nbilan/pemanfaatan air tanah yang ditujukan sebagai pendukung kegiatan

usaria, seperti penyediaan air untuk kebutuhan MCK pada pabrik, pusat
perbelanjaan, perkantoran dan stasiun pengisian bahan bakar umum.

(2) Tujuan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan
pengambilan/ pemanfaaatan air tanah yang ditujukan sebagai kegiatan usaha,
seperti hotel, apartemen, kolam renang, bandar udara, tempat pencucian mobil,
usaha yang menggunaken air untuk proses produksi/ usaha, kolam pancing, usaha
penyediaan MCK untuk unium.

(3) ijuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air untuk Industri dengan bghan baku
air sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 4 huruf ¢ adalah kegiatan® usaha yang

mf:nggunakan air tanah ‘sebagai hasil produksi, misalnya kegiatan usaha penghasil
minumen, pabrik es, penjualan air.

Pasal 6

(1) YOlunie ajr sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan
J}ﬂjmlah-au" yang diambil dan atau dimanfaatkan oleh waiib pajak vane dprkur
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ssavavravas an ¥ UGG LTLd
S e — s . AL A 1LCAD L UL o /

Pasal 8

Harga dasar air pada masing-masing faktor sebagaimana dirqa
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yan

Peraturan Bupati ini. / ﬂ

alam Pasal 3

Dengan berlakunya _ ‘
/A; lai| Perolehs anah di Kapupaten Jember (Berita Daerah

Peraturan Bupati ini mulai

aku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang

getahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan pene

annya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH Ditetapkan di Jember

KABUPATEN JEMBER padatanggal 4 Januari 2016
TANGGAL 4 - 1 -2016 NOMOR 1 /

Pj. BUPATI JEMBER,

gan asli
HUKU

ya

e
g 1, ttd

GiA

SUPAAD
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR
TANGGAL

1 Tahun 2016
4  Januari 2016

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR
PENETAPAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN JEMBER

VOLUME AIR (m°) DAN NILAI PEROLEHAN AIR (Rp/m’|
NO. KELOMPOK A 51 g | 51500 | 501-1.000 | 1001-2.500 | >2.500
m m? | m?® m? m®

1. | Non Niaga (MUe, Vil v) 383 443 | 495 555 608

2. Niaga 570 720 870 1.020 1.170

3. Industri dengan bahan 2.370 3.420 4.470 5.520 6.570

. bakuair .

4. | PDAM 188 188 188 188 1 @z/

Contoh Perhitungan :

untuk penggunaan air tanah dengan tujuan niaga sebesar 40

adalah :

Tarif pajak air tanah x Volume air yang diambil x Nilai P

20 % x 40 M® x Rp. 570,00
Rp. 4.560,00

98603

I1 014

i

MS/bulan pajaknya

f ah

=
o~
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isasi

Lampiran 15. Struktur organ

m
Ldn
WAAWAL [LVdNg
UENEpUILDJ yeroe sV uejedepuag eAuure| yesoeq yeled uep isnquuay eAuurer] yesorq yeled uep
uEp uelepuaduag — uesodejed uep uejeIgey - ‘awepjey Yeled uedelauag 1snquiay owepjey yeled
Suepig qng Sueprg qng Juepig qng UEBUBOUAIJ Suepig qns
tsnquisy e oL ARl WeweL ry Yefed Uep W yeueL, 2 fefeg wep
BUBIBSB1] UBP BUBIES - L UH Y WD PO | “wel0jsay ‘[a10Y Weled uedeidusg uBINGIY “UrRI0NIY ‘BI0H el
Juepig qng R e e Suepig qng useuBdUAIed Suepig qng
' Suepid qng : : . !
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UBD BURIESEI] BURIRS - tretodeja uep uwelepug - wep yefed wedeouad uep Yefeq UPBUROUAIA]
Sueprg Suepig Suepig Suepig
| | _ ]
ueduenay ueideq qng . 185 UEp winuin) weideq qng
UBp ULBUBOUAIS] ULISEq qng
L “ I [euois3un,y uejeqep yodwopoy
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Lampiran 16. Form pendaftaran subjek dan objek pajak air tanah

FORM ISIAN
PENDAFTARAN SUBYEK PAJAK DAERAH

71

1 |JENIS WAJIB PAJAK T PRIBAQI/NADAN
2 |NIK i (PEMILIK PERUSAHAAN)
3 |NAMA WAJIB PAJAK
4 |ALAMAT
5 |RT
6 |RW
7 |PROVINSI
8 |KABUPATEN
9 |[KECAMATAN
10 |DESA/KELURAHAN

T' KODE POS
12 [NOMOR TELPON

,13 EMAIL
14 [USER NAME
15 |PASWORD
LTy 51 11 SR
SUBYEK PAJAK
LANIPIRAN:

4

FC. KTP
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PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH AIR TANAH

FORM ISIAN

LOKAS| OBYEK PAJAK

1

KECAMATAN .

KELURAHAN

ALAMAT

RT

RW

2
3
4
S
DE

TAIL OBYEK PAJAK

STATUS PAJAK

(TETAR / INSIDENTIL)

TUJUAN PENGAMEILAN AIR TANAH

NAMA OBYEK PAJAK

TANGGAL PENDATAAN

EIDANG USAHA

PRODUK USAHA

1
2
3
4
5
[
7
8

JENIS VOLUME

{0-50,51-500, 501 - 10600, 1001 - 2500, LEBIH DARI2500)

JENIS ALAT UKUR

(DENGAN ALAT UKUR / TANPA ALAT UKUR)

DATA PERIZINAN

NOMOR ImB

TANGGAL IM8

1
2
3

| 4 |

NOMOR IZIN HIBURAN

TANGGAL IZIN HIBURAN

KET.

TUJUAN PENGAMBILAN

1
2
3
4

L

INDUSTRI BERBAHAN BAKU AIR
PDAM

NIAGA

NON - NIAGA

EmD At s i
SUBYEK PAJAK
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Neled yejwny =

1B ueys|osad IBJIN X JIB BUIN|OA X 1Vd jlie) =
uedunuysuad

Lampiran 17. Form perhitungan pajak air tanah

83T 88T 88T 88T 88T wvad| v
0459 0ess 0Lt ozve 0LET Jie myjeq ueyeq uesuap 1snpul ¢
OL1T 0201 0/8 0zL 0LS edein| ¢
809 555 S6b (37474 €8¢ egelN uON| T
€W 00S°C < €W 00S'C-TO0'T | EW 000 T-TOS €W 00S-TS EW TG > .
EW/dY) HIY NVHIT10H3d IVTIN NvQ (€W) ¥1v INNTOA ki ON
%0Z = 414VL
uisnpul/eseiu/edeiu uou = VOUVYH
EN = JNNTOA

VL X VOUVH X JINNTOA = LVd NYONNLIHONId SNIANY

1vd
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Lampiran 18. Pelaporan pajak air tanah

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

L4 ﬁ PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

PAJAK AIR BAWAH TANAH (ABT)
PEMAKAIAN BULAN : OKTOBER 2019

80

No Subyek Pajak Pemakaian bulan ini Keterangan
Unit Prodiksf M3
1 Sumur Bor P. 1 5,597
2 |SumurBorP.2 10,177
3 Sumur Bor P. 3 9,642
4 |SumurBorP. 4 2,999
5  |SumurBorP, 6 47,193
6 Sumur Bor P, 7 4,017
7 |SumurBorP. 12 8,972
8  |SumurBorP. 15 8,678
9  [SumurBorP. 16 10,445
10  [Sumur Bor P. 17 3,856
11 JSumur Bor Bernady 8,463
12 |Sumur BorP. 18 5,088
13 |SumurBorP.19 10,981
14 |Sumur BorP.19 A 2,946
15 |Sumur BorP. 20 7,472
16  [Sumur BorP. 21 4,178
17 |Sumur Bor P. 22 9,374
18  |Sumur Bor P. 23 9,883
19  [Sumur Bor Jubung 31,872
20 (Sumur Bor Puger 1 20,088
21 |{Sumur Bor Puger 2 33,480
22 |Sumur Bor Rambipuji 4,017
TOTAL 259,418

hui,
Kabag. Produksi

—

SOEHARTO, Drs. Ec
NIK. 059

Jember, 15 Nopember 2019
Dibuat Oleh,

Kasubag. Pengo han & Oprt.

>
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Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

i Penerimaan

1sasi

Lampiran 20 Target dan Real

Tahun Anggaran 2016

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JENGID c

Jin. Jawa No.T2 Jember Telp. (0834) 337412 Fax. (0331) 236604

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
(P-APED) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016

S/D TANGGAL 31 Desember 2016
KODE [ = “REALISAS| PENERIWAAN ] UNITKERIA
NO. REKENING URAIAN TARGET P-APBD JUNLAH JUMLAH JUMLAH b % SISA PERUNGUT
S/D BULAN LALY BULAN Nl SID BULAN INI

1 2 3. 4 3 B 7 8 0, 0 _|
4 [ [ T |enorpatanoacran 3.208.220.357.67700 | 2899.342.649.115,02 | 202.658.322.867,08 | 3152000871 978,86 99,38 | (24.921,900.904,04)

4141 [ T [ [penonearaasiioagean pan) E18.190€73.469.00 | 466:344.286.009.02 |  o7.790.040.047,04 | 524.137.857.01696| 10085 4649.292.857,08
4]1]1 HASIL P,
411 T T [nast pasaxpacran 105002500000 _ 122862981 566,24 | 199840726106 | {3 eds drataee 6L | @I04806.170,TY)

T [a[1]1]0 Paiak Hats . : DIFENDA
LIRARI Hole Bntang T 2.260.000.000,00 2.217.252.288,00 255.543.005.00 2.472.795.283,00 | 10846 192.795.293,00
ARRE ol Birang Sats 170.00C.000,00 180.651.347,00 55448202.00 246.089.549.00 | 144,76 76.099.543,00

A AT Hote o 1.060.000.000,00 192253140600 16552987600  1486.161.284,00 | 140.38 428.161.284,00
sjififorts] | Pesgrae £9.000.000,00 80.881.96000 | 7 5.21.300.00 99.603.280,00 | 110,89 5.803.280,00
o 3,600.000.000,60 3.821.417.021,60 8544238500 | 4305859.406,00 | 11963 706.658.406,00

2 [4Jt1]1je Pajik Resioran I DIPENDA
AT Joefor] | Restrmn 3.300.000.000,00 3210.841.302.00 300.890.877,00 3.520732.179,00 | 106,69 220732.179,00
AT 1102102 | Rumh Maton j 3.050.000.000.00 2816.504.153,00 247.261.549,00 3063855702,00 | 10045 13.855.702,00
4110 1]02{08] | Caié 535.000.000,00 118.276.771.00 8.132215,00 12640891600 | 2563 (408 591.084,00)

4] 1] iforfos] | Caerg - 1.415.000.006,00 2096.637.795,00 57806221700 2674.70007200| 18602|  7.250.700.072,00
£.390.000.009,00 825134986100 |  1134.34681800 £.386.69686900 | 11308 1.005.006.865,00 |

1[4 Pjsk fburan = =) L] DIPETA
1 Tontoras P ko Renta VO 100.000.009,00 86.436.000,00 6.055.500,00 0249150000 | _ 6245 17508 500,00

| Pagaluran Kegeni iMusk 235.000.900,00 68.332.500,00 0,00 68.332.50000] 29,08 {165.667.500,00)
el Kozl 316.800.000,00 276.445.074,90 25000.072,00 301.445.146,00 | 9545 (1535465400
et d Pomeien Biyad 5.000.600,00 1.160.850,00 0.00 1.186.850,00 | 2322 (3.839.150,00)
[ Pernainen ot 1.500.000,00 3200.000,30 | 0.60 3200.000,00| 213,23 1.760.000,00

& 24 Permeien g 488.700.000,00 623.085.11,00 156 954.200.00 780.043.3i0,00| 15962 91 3433710,00
[ |4 Fizi Rebirs 2.000.000,00 78.406.643,00 7915250,00 36.322.293,00 | 1.816,11 34.322 293,00
AT o] | Werdi U 1.000.600,00 30000000 | 006 300.000,00| 30,60 (700.000,00!

A1 1]03)18] | eringan Oh Roga 50.030.000.00 13.500.000,00 800.60¢,00 1430000000 ] 28.60 "135.700.000,00)
1.200.000.000,00 1.100.870.177,00 19672542200 172975566%,00 | 108,43 97.895.599,0

[REIEET Pajak Retlane - e T DPENA
4110 1]06101) | Retdsme PepanBilboaniiidostum 4020.000.000,00 2.708.380.534,00 622.075.057,00 340045659100 | 84,60 (679.543.403,00)
elo]1lofez] | kan ] 1.214.250.000,60 860.107.716,00 36.451.548.00 698.559.36400 | 57,53 (575 890.636.00)

411 [1]04[64] | Sewbamn 760.000,00 0] .00 06| 0.0 {750.000,00)
1000 [0]05] T Relleme Ferplr 16.000.000,00 87.402.578,00 1.43.750.00 69.446326.00 | 455,31 53.445.326,00

) £.260.000.930,00 3.435.800526.00 73157146500 4.167.402.2083.00 | 7938 [ (1.092537.747,001

= — ——r e L bt

T s iggiﬂﬂﬂ =L -I.I.F E e T
G111 05 01] | Pojek Penerngan Jean PT.PLY 4200000006000 | 4B8LA205575.00|  4.J0245460800] 53 GRALRCABAD0) 10930] 55665016400
|41 ] ¢ fos]oe] | PeakPenessigan sean hon- PR 250.000.090,00 247.669.655,00 25.020.273,00 27567092800 | 11027 25679.926.00

49.250000.00000 | 4240086523100 | 473047488100 | 53.232.360.112.00 [ 10330 £582340112,00
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Lampiran 21 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Tahun Anggaran 2017

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ._mxmmw ® REVIEW

Jin. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax, (0331) 334834 N

DAFTAR : TARGET dan REALISAS| PENERIAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017
S/D TANGGAL 31 Desember 2017

KODE — REALISASI PENERIMARR
NO. REKENING URAIAN TARGET P-APBD JUMLAH JUMLAH JUMLAH % SIsa UNIT KERJA PEMUN
S/D BIULAN LALU BULAN NI SiD BULAN INI
2 k] 4 B 6 Z A ) 10
¢ | [ ] {PenoAPATAN DAERAR 3.640.406.961.956,11 | _3.286.132.135.493,26 | 193.954,057.861,62 | 3.480.086. 18736478 9330|  (60.320.904.001,33)
4[] T ] |PenDAPATAN ASLi DAERAH paD) L36827009.00301 | 613.997:067.764,26 | 105.256.393.996,82 | _719213.581070.78 | 9760 (17.713.528.032,33)
4[1[1] ] [nasiPaaK oacRan 160.639.060.62000 | _ 143.992216.797,30 | 16.408.274.603,00 | (6040049040030 ] 3373 (438.571.219,70)

LN E] ENEHT Pajak Hotel F BAPENDA
£ K0 Tga 5.000,000.000,00 2.366.207.143.00 200.765.349,00 256607245200 | 6557  (433.027.608,00)]
4] T 707 06| Hotel Biniang S 300.000.000,00 214.906.283,00 22.474.371,00 237.380.654.00 | _ 7913 (62.619.346,00)
4| 1 {110t 07| ol Welsi 1.600.006 500,00 1.564.746.119,00 164.757.653,00 1.720.506.072,00 129 506.672,00 |
A 11101 76] Pesangoranan - 100.000.00.00] - 72.70R850.00 7.389.500,00 80.098.350,00 | - (19.901.650,00

5.000,000.000,00 4.218.570.335,00 395.387.173,00 4.613.067.668,00 | ea28 26.042.432,00)

2 [ 41 1] 1T02] T PajekRastoran B T : ] ; BAPENDA
4111 1[0z 071 Resioran 3.500.000.000.0 4.067264 473,00 431,264 267,00 4498645.734,00 | 12858 995.646. 734,00
41111102 T] ™ Romah Maken 3.200.000,000,00 2.952.412.081 00 244.890.933,00 3.207.303.014,00] _ 100,23 7.303.014,00
el 6l coe 600.060.000,0 155.745.580,00 4.967.062,00 60.656.642,00 | - 26,78 {239,343 356,00)

4011 1]oofs] Catring_ 2.200.000.000,00 2.833487.951,00 1.407.212.907.00 4.240.710.858,00 | 192.76 2.040.710.858,00
: 8.800.00090000 | 16.018024.935.00 | 2085.295.165,00 | 12.407.319.28.00 12748 2.607.315.248.,00
Pigk Hiburan BAPENDA
Tonlans FiyBosiogRaniel Vo) 130.000.000,00 | 1§7.305 506,00 9.057.500,00 126.357.000,00 | 9720 (3.643.000.00
Pageleren KeserlanMusiciartiiusk 110.000.000,00 #5.230.060,00 £770.000,00 70,000.6€0,00 | 63.64 (40.000.00,06
Ksrad: 400.000.000,00 274.238.736,60 21.905 858,00 206.134 583,01 7408 103.865.412,00)
Perminan Biyad 2.000.006.00 0.00 . 0,00 [ 0,00 (2.000.000,00)
Permeinan Gofl 3.000.600,00 $50.060,00 o0 850.000,00 126,33 7 150.000,0C
Pormainen Ketangkasen 730,009,000,00 | 575.660.000,00 167.440.600.00 743100600001 980 (6.£50.400,00)
Pial Relloksi 50,000,000, 64.134.993,00 5731 675,00 60.663.066,00 | 87.33 (10.136 13260 |
Ve Uz 1.006:000,00 300.000,00 ) 300.000,00 | 30,00 {790.600,00,
Pettandingan 1 Raga 24,000 006,00 77.064.860,00 0,00 T7.054.8000G | _ 521,08 £3.05% 800,00
1.£00.066.000,00 1.174761023,00 | 205.899.5%3.00 T.363.660356,00 | gz.24 (116.239.144,601

a1l 1ol Pajak Reklane BAPENDA
A4 14 1 [04]0f] Reklsre PapanEilboariNboe oniogaton 3.000.000.006,30 535,655 404,00 87.607.223,06 723.463 626,00 41z (2.276.536. 372,007

3 KR [ 1.200.000.000,00 656.058.080,00 34.975.650.00 531.035 630,00 7,50 506.964.370,00)

L o o] S 5.000.000,06 3000.000,00 0,00 000.000,00 0,00 {2.600.006,00)

417 [ 0405 Feklaona Bavaren 60.000.000 0 £3£49.540,00 0w 4394994000 | 71325 (16.050.060,00)
4.265,900.000,00 1.338.666.324.00 122.782,674,00 1461440.09600 | 3a27 | 7807.550.802,00)

DG Pajak Panerengen Jalan (PPJ) B ] & PT. PN
41 1] 1] 05} o1 ok Peserargon daen T L 9500060000 | 961603035400 | G778 64200 | 6508050050605 | a5 6,466,508 276,00
4] 117105702 Fapa Ponsragan saan on- 1 250.000.000,00 157.712470,00 6.066.129,00 165 860.500.00 | 66,30 (84.195.410,50]
£750000000.00 | 60073742.80400|  60#0.567.062,00 | es.154.500.886.00 | 110,72 6.404.309.866,00
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Lampiran 22 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Tahun Anggaran 2018

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ._?mm ®

Jin. Jawa No.72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax, (0331) 334894

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PERERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2018

S/D TANGGAL 31 Desember 2018
KODE REALISAS| PEHERMAAN
N0l Rexenme "RAIAN TARGET P-APBD JUNLAH TORLA JONAH % . 8I5A UNIT KERJA PEMUNGUT
S/D BULAN LALU BULAN IN| S/D BULAN INF
- z 3 £ £ % & ) 10
4] T 1T [penparaTAN DAERAH 3.601.294.429.685,60 | 3.396.489.904.465,39 193.202.768.676,50 |  3.689.682673.44395 | 89,68 (11.801.756.5¢1,55)
4{1] | [ [PeNnapATAN ASLIDAERA! (PAD) 609.304816.610.60 | 8367620438438 | #1.675.M4280850 | sosszmssecaiss| 9820 (10.975.931.958,55)
SSSLLS s Bnsil
4] 1]1] | [nasiL PaJAK DAERAH 186.222,247 838,00 165,626.842.027,47 17.056.633.871,00 182682.476.096.47 | 9863 (2639.772.009,89)
1 [4]1]1]o1] Pajak Hotel BAPENDA
4| 111]01] 04 Hotel Bintang Tiga 3.000.000.000,00 2157.171.222,00 555 596.656,00 2.715.766.088,00 | 90,53 (284.237.612,00]
4] 1] 1[{01706] Hotel Bintang Satu 300.000.000,00 186.035.246,00 7.373,550,00 193.408.796,00 64,47 {106.581.204,00,
4] 1] 1107]07] Hotel Melsll 1.600.000.000,00 1,722.633.023 00 147.375.200,00 1.670.008 223,00 | 116,88 270,008.223,00
4l 1]ajo1z imeh Penginacen/Pesai 100.000.000,00 | . 64.325.000,00 .293.500,00 72518.500,00 | 7262 (27.381.500,00)
£:000.000.000,00 4130164431, 721.833.776,00 4851803607001 97,08 148,180,383, 001
2 1119 Fajak Reatoran BAPENDA
1/ 1]02/01] Restoran £€.100.009.000,00 5.813.485.402 00 860.646.564,00 5.683.131.966,00 | 109,56 583.131.966,00
{02]02] ~ Rumah Makan 3.875.000.000,00 4.270.197 863,00 452,233 213,00 472243117600 | 121,67 847.431.176,00
|__[4) 1] 1]oz{os] café 500.000.000,00 230.414.604,00 65 672.232.00 314.889.86,00 | 105,00 74.686.896,00
411] 1}02[05] Catering i __2.225.000.000,00 | £.584.033.469,00 1.167.860.654.00 | 3.751.803 15300 ] 166 62 1.426.603. 163,60
12. 12.557.131,468.,00 2575.221.863,00 1547245313106 ] 123,78 2972.453.131.00
|3 _[4]1[1]6[" T Pajak Hicuran BAPENDA
{4 1] 1]03f01]" Tonhonan FirBiskop/Rentsl VCD 742.000.000,00 1.074.799.167,00 141.396.531,00 121619577800 | 163,01 47419577800
| |4| 1}1]08]02; Pagelaran Kesemian/MusikTan/Musik 25.000.000,03 44.992.500,00 0,00 44.902.500,00 | 179,97 14.962.500,06
A1 1]1]0307] Karacke 400.000.00¢,00 304.932.091.00 44.640.421,00 349.672.512,00 87,39 (50.427 40E.00)
4] 1] 1] 03] 18] Fermainan Biyerd 2.000.005,00 0.0 3.0 0,00 0,00 (2.006.000,09)|
1411031 11} Permainan Gf 1.000.000,00 1.60:0.000,00 0.0 1.600.000,00 | 160,00 500.090,00
A1 1103} 15] Permainan Ketangkssan 756.060.00€,00 626.652.410,00 £1.026.050,00 TI7.70641300| 9506 (57.291.590,00)
s AL 1E3 16, Fanti PjctiRefioksi £0.1600.000,00 £0.113.863.60 4.706.090.00 56613:989,00 | 108,54 4.875.983.00
toed A1 ] 1]03117] Mandi Uap/Spa 1.066.606,00 100,06, 60 0,00 10000060 ] 10,90 (300.306,00;
o] 4111 1|23 18] Pajsk HiburanPertendingan Olah aga 24.000.000 00 80518000001 70217.500,00 | 9075250000 | 378,05 66.732.600,00
2.00¢ £00.095,00 2.183.735 167,00 291,988.572,00 2asTi a0l a3l 2 Gérmesec)
4 T4]1] 1]04] Pajak Reklama il ] 2 B BPPENDA
Af 11 1]o4]01] _ Reidarme PapanbilooerdNVidoetron Viegation 3.000.000.660,00 1.497.634,708,00 544,886 314,00 | 184252102200 | 61,42 (1.157.478.976,00)
)11 1041 02] Releme Kain 1.200.000.000,00 £93,073,332.00 170.064.875,00 1.083.156.207,00 | 86,60 (136.841.793,00)
4| 1] 1]04] 6&] " Re'dame Selebaran 45.600.000,90 85.162.500,00 17.296.000,00 06.457.50000 | 214,35 61,457 500,00 |
41 1] 1[04l 05] " Reklame Beriatan 20.000.000,00 0,00 '20.000.000,00
4205000, [ 520.266.189,00 | 3 (7.232 563 71,60/
] 1 [ 108 T Balak Panerangan Jalan {Ped] e = _JFr AN
1] 1108|671 Palak Pensranar Jolen PT PLN 71,500.000.000,00 £5.943. 162 874,00 6.451.245619.00 7239440849300 ] 101,25 894,435 433,00
- 14.1]0502] Pajak Penerangan Jelan Non - PLN 200.000.602,00 _87.526.285,00 163.562 061,00 27119815000 | 435,65 71.108.150,06
11.700.000.630,00 | 56.030688 16300 6.034.823 350,00 1266661764500 161,551 585.517,843,60 ;
L Y R R Pajak Parkis BAPENDA
411 T]07[01] “Prisk Farr T.300,000.060,00 127100077987 706 897.706,00 T390 70047967 | 10631 0.706A79,61
1.360. [ 1.271.098.778, 109, 20 1380 760 4TAET | (06,21 30,700.479.67
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